
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 311 -ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana teleh beberapa kal i diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

4. 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

- I n d o n e s i a Nomor 4286); 



5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 4 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 0 4 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5 ) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2 0 0 4 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4 Nomor 
6 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 4 0 0 ) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2 0 0 4 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4 Nomor 1 0 4 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ; 

8 . Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2 0 0 4 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 0 4 Nomor 1 2 6 , Tambahain Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 4 3 8 ) ; 

9 . Undang-Undang Nomor 2 8 Tahun 2 0 0 9 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 0 9 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 0 4 9 ) ; 

1 0 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 8 2 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5 2 3 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 9 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 8 3 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 3 9 8 ) ; 

1 1 . Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 1 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 5 8 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 7 9 ) ; 

1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 9 Tahun 2 0 0 0 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 0 
Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 0 2 8 ) ; 

1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 3 Tahun 2 0 0 5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 5 Nomor 4 8 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 5 0 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2 0 1 2 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 3 4 0 ) ; 

^ ^ _ j 4 j p a i = » i r a n Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2 0 0 5 tentang Dana 
psraiKQElill^^ftrimt^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Teihun 
^__,.^--2jBof--flromor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

[eiia Nomor 4 5 7 5 ) ; 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembsiran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6176); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
ngan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
akilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
esia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
a Republik Indonesia Nomor 6057); 



25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; 

3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belemj a Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tenteing Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 9); 

39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 10); 

40. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak 
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 11); 

4 1 . Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak 
—rr*Pcnerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 

Parai Hierartj 
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,n 2010 Nomor 12); 
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42. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13); 

43. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak 
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 14); 

44. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak air 
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 15); 

45. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak 
Sarang Burung Walet (Lembarein Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 16); 

46. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 17); 

47. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir d i tepi ja lan Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19); 

48. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20); 

49. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 
Nomor 1) ; 

50. Peratur£in Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Tempat Pelelangan IKan (Lembaran Daerah Kabupaten 

• Pacitan Tahun 2011 Nomor 18); 
5 1 . Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19); 

52. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 20); 

53. Peraturan Daerah Nomor 21 Teihun 2011 tentang Retribusi 
Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 21); 

54. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Izin Trayek (Lembarein Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 22); 

55. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011Nomor 23); 

56. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi 
pelayanan Persamphan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24); 

57. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 25); 

58. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi 
——-^^^.^^yciiiak^an Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 

Asisten. 

%^|5up£ ten Pacitan Tahun 201 INomor 27); 
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59. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10); 

60. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); 

6 1 . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 
5); 

62. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 
3); 

Dengan Fersetujuan Betsama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah 
Rp. 1.717.734.364.165,00 dengan rincian terdiri atas: 

Rp 1.715.234.364.165,00 
Rp 1.716.284.364.165,00 

a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja 

Surplus/(Defisit) 

c. Pembiayaan 
Penerimaan 
Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp (1.050.000.000,00) 

Rp 
Rp 

2.500.000.000,00 
1.450.000.000.00 

Rp 1.050.000.000.00 
0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri 
atas: 
a. Pendapatan Asli daerah sejumlah Rp 194.706.585.466,00 
b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp 1.200.014.157.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 320.513.621.699,00 

Sejumlah 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

mel iput i : 
a. Pajak Daerah Sejumlah Rp 34.894.255.616,00 
b. . Retribusi Daerah Rp 31.684.247.522,00 
c ._Hasi l_Eeng^cterr , . Kekayaan Daerah yang Rp 2.600.000.000,00 

Sekd3 \ f: 

\ 

Hukum 

•As i jUa in j f^m—^ 
PD i ^ i E i t t * f f h h 
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n Asli daerah yang sah Rp 125.528.082.328,00 



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
a. Dana Bagi Hasil Sejumlah 
b. Dana Alokasi Umum Sejumlah 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 
huruf c me l iput i : 
a. Pendapatan Hibah Sejumlah 
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah 
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah 

Pasal 3 

(1) huruf b meliputi : 
Rp 61.816.911.000,00 
Rp 831.684.712.000,00 
Rp 306.512.534.000,00 
dimaksud pada ayat (1) 

Rp 46.742.000.000,00 
Rp 88.341.365.699,00 

Rp 185.430.256.000,00 

Rp 712.208.683.880,00 
Rp 
Rp 
Rp 

78.309.707.355,00 
11.039.100.000,00 
6.184.022.754,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huru f b terdiri atas : 
a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp 1.094.215.526.289,00 
b. Belanja Langsung Sejumlah Rp 622.068.837.876,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mel iput i : 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Hibah 
c. Belanja Bantuan Sosial 
d. Belanja Bagi Hasil Kepada 

Provinsi / Kabupaten / Kota dan 
Pemerintah 

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi / Kabupaten / Kota dan 
Pemerintah Desa Dan Partai Politik 

f. Belanja Tidak Terduga 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f b mel iput i : 

a. Belanja Pegawai Rp 28.531.805.954,00 
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 382.741.774.876,20 
c. Belanja Modal Rp 210.795.256.045,80 

Pasal 4 

Rp 289.974.012.300,00 

Rp 2.500,000.000,00 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri 
atas : 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.450.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mel iput i : 
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f b me l iput i : 
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

; Rp. 1.450.000.000,00 

Pasal 5 

(1) 

(2) 

[ Hierarki 

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukain pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. t i d ^ diharapkaft- terj adi secara berulang; 

^aS^Sii^ij^-kcrniali dan pengaruh pemerintah daerah;dan 
jprmiHTri linmpnId yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

po'^peSuShan j ^ g p i f ebabkan oleh keadaan darurat. 



(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beijalan ;dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi 

pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja un tuk 
keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja u n t u k keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) meliputi: 
a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huru f a 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(10) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja 
keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in i , terdiri atas : 
1. Lampiran I 
2. Lampiran I I 

3. Lampiran II I 

4. Lampiran IV 

5. Lampran V 

6. Lampriran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX^ 

ParafHierarKi 

V 
Rabag 

L; Lfgpjffan-—=X 

p.iraf Koordinasi 

pO PemraKarsa 
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Ringkasan APBD ; 
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi SKPD ; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; 
Rekapitulasi Belanja Daerah un tuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; 
Daftar Piutang Daerah ; 
Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ; 
XJaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
-telap Daerah ; 
HXiftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
laj nnya; 



11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam Tahun Anggaran in i ; 

12. Lampiran XI I : Daftar Dana Cadangan Daerah dan 
13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasa l? 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daereih Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional atas 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daereih Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 23 - 1 2 - 2019 

Ditetapkan d i Pacitan 
pada tanggal 23 - 12 - 2019 

BUPATI PACITAN; 
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